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ABSTRAK

Sistem rujukan diselenggarakan untuk memberikan pelayanan kesehatan
secara bermutu, sehingga tujuan pelayanan tercapai. Penelitian ini bertujuan untuk
mengkaji implementasi kebijakan sistem rujukan pada pasien peserta jaminan
kesehatan nasional di Rumah Sakit Tingkat 1V Zainul Arifin Bengkulu. Penelitian
ini menggunakan desain kualitatif dengan metode observasi, wawancara
mendalam dan telaah dokumen. Pemilihan informan menggunakan metode
purposive sampling dengan jumlah 13 informan. Untuk keabsahan informasi yang
didapatkan uji validasi yang digunakan adalah triangulasi dan hasilnya disajikan
dalam bentuk narasi. Analisis data pada penelitian ini menggunakan pendekatan
isi (content analysis).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komponen pelaku menunjukkan
pelaku kebijakan terdiri atas direktur yang berperan sebagai pemberi kebijakan,
petugas penerima pasien yang menerima pasien rujukan dari FKTP dan dokter
dari puskesmas sebagai pemberi rujukan. Komponen konteksional diketahui
bahwa pasien BPJS langsung berobat ke rumah sakit atas keinginan sendiri dan
FKTP yang telah tutup lewat pukul 2 siang. Sedangkan SOP rujukan belum
berjalan sebagaimana mestinya karena kurangnya pengawasan. Komponen proses
diketahui bahwa penyelenggaraan rujukan belum sesuai aturan dan belum terdapat
pembinaan dan pengawasan dari Direktur dan BPJS kesehatan terhadap kebijakan
tersebut. Sedangkan komponen isi diketahui bahwa implementasi kebijakan
rujukan di rumah sakit tidak sama dengan PMK RI No 01.

Disimpulkan bahwa implementasi kebijakan sistem rujukan di Rumah
Sakit Tingkat IV Zainul Arifin Bengkulu belum efektif dalam pelaksanaannya
yang dianalisis berdasarkan segitiga kebijakan. Rekomendasi bagi pihak BPJS
kesehatan agar dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
implementasi kebijakan sistem rujukan di Rumah Sakit Tingkat IV Zainul Arifin
Bengkulu.

Kata Kunci  : Sistem Rujukan, Rumah Sakit, Segitiga Kebijakan
Kepustakaan : 45 (1979-2017)
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ABSTRACT

Referral system is organized to provide good quality for health services in
order to achieve the purpose of the services themselves. This study aimed to
examine the implementation of referral systems for patients participating in
National Health Insurance at Zainul Arifin Hospital Level IV Bengkulu. This
research employed qualitative design applying observation method, in-depth
interview and document review. Informants selection was conducted by
employing purposive sampling method with the number of 13 informants. For the
validity of the information obtained from validation test, triangulation was
employed. The results were presented in the form of narration. Data analysis in
this study used content analysis.

The results showed that the actors’ component showed that the policy
actors consisted of the director acting as the policy giver, the recipient of the
patient receiving the referral from the FKTP and the doctor from the Health
Center as the referral. Based on the contextional component, it is found out that
the National Health Insurance patients directly went to the hospital on their own
behalf and FKTP which had closed at 2 pm. Meanwhile, the referral SOP did not
run properly due to the lack of supervision. From the process component, it was
known that the organization of referrals was not yet in accordance with the rules,
and there was no guidance and supervision from the Director and National Health
Insurance against the policy. While the content showed that the implementation of
referral policy in the hospital was not similar to PMK RI No 01.

It was concluded that the implementation of the referral system policy at
Zainul Arifin Hospital Level IV Bengkulu had not been effective in its
implementation which was analyzed based on the Policy Triangle. As the
recommendation, National Health Insurance should be able to conduct guidance
and supervision on the implementation of referral system policy at Zainul Arifin
Hospital Level 1V Bengkulu .

Keywords: Referral System, Hospital, Policy Triangle
Literature: 45 (1979-2017)
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jaminan kesehatan merupakan perlindungan kesehatan agar peserta
memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam
memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang
yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Adapun
badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan
kesehatan adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
(Permenkes RI, 2013)

Jumlah peserta BPJS kesehatan yang terhitung secara nasional pada
Juli 2017 adalah sebanyak 178.384.288 peserta. Peserta BPJS ini tergolong
atas peserta Penerima Bantuan luran (PBI), Pekerja Penerima Upah (PPU),
Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) serta peserta bukan pekerja (BPJS,
2017)

Pelayanan kesehatan pada era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
dilaksanakan secara berjenjang. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia No 28 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan
program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diketahui bahwa pelayanan
kesehatan tersebut mulai dilaksanakan pada pelayanan kesehatan tingkat
pertama. Pelayanan kesehatan selanjutnya hanya dapat dilaksanakan atas
rujukan dari fasilitas kesehatan sebelumnya (pelayanan tingkat pertama).
Begitu juga dengan pelayanan kesehatan pada tingkat ketiga, hanya akan
diberikan kepada peserta atas rujukan dari pelayanan kesehatan pada tingkat
kedua. Pelayanan kesehatan berjenjang ini dapat terkecuali jika pasien dalam
kondisi gawat darurat, pertimbangan wilayah, adanya masalah kesehatan yang
khusus serta pertimbangan kelengkapan fasilitas pelayanan kesehatan tersebut
(Permenkes RI, 2014).

Rumah sakit merupakan salah satu organisasi/unit pelayanan

kesehatan yang ikut berperan serta dalam program yang diselenggarakan
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Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Rumah sakit
menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna yang akan
mempengaruhi mutu pada pelayanan kesehatan. Pelayanan paripurna di rumah
sakit ini meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif
(Permenkes RI, 2016).

Berdasarkan peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Kesehatan dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional bagi
seluruh masyarakat, rumah sakit sebagai salah satu unit pelayanan kesehatan
wajib melaksanakan sistem rujukan. Sistem rujukan pada pelayanan kesehatan
merupakan sebuah sistem yang wajib dilakukan oleh peserta asuransi
kesehatan sosial atau peserta jaminan kesehatan, dan seluruh fasilitas
kesehatan baik itu secara vertikal maupun secara horizontal dalam
penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk mengatur adanya
pelimpahan tugas dan tanggung jawab atas pelayanan kesehatan secara timbal
balik (BPJS, 2016).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 1 Tahun 2012 yang
membahas tentang sistem rujukan pelayanan kesehatan perorangan,
masyarakat yang datang ke rumah sakit sekunder hanya akan dilayani jika
sudah mendapatkan rujukan dari pelayanan kesehatan primer. Peserta BPJS
kesehatan yang dapat melakukan rujukan langsung pada pelayanan kesehatan
tingkat kedua dan ketiga menandakan bahwa pelaksanaan sistem rujukan
pelayanan kesehatan saat ini masih kurang berjalan sebagaimana ketentuan
semestinya (Yuliana, 2013).

Pelaksanaan sistem rujukan di rumah sakit selalu mengacu kepada
rangkaian keputusan yang telah dibuat oleh pembuat kebijakan kesehatan.
Kebijakan kesehatan merupakan sesuatu yang berkaitan dengan pengalokasian
sumber daya dibidang kesehatan. Kebijakan kesehatan dapat meliputi
kebijakan publik dan kebijakan swasta terkait kesehatan sebagai penentu
tindakan dan rencana dari suatu organisasi yang memiliki dampak terhadap
bidang kesehatan (Buse, 2009).

Beberapa penelitian tentang kebijakan sistem rujukan pelayanan telah

dilakukan. Sistem rujukan pada era jamsoskes pada umumnya belum berjalan
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dengan baik dan beberapa hal yang belum sesuai dengan pedoman
pelaksanaannya. Sebagian besar masyarakat Indonesia masih belum
mengetahui tentang cara dan teknis dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.
Pelaksanaan sistem rujukan di rumah sakit belum terlaksana seperti yang
diharapkan (Widyastuti, 2011; Taher, 2013). Studi lain menunjukkan bahwa
penerapan kebijakan sistem rujukan belum optimal disebabkan oleh
pemahaman petugas tentang kebijakan sistem rujukan yang masih tergolong
kurang baik (Fauziah, 2014; Hariadi, 2016).

Berdasarkan hasil data awal peneliti terkait kebijakan sistem rujukan
pada Rumah Sakit Tingkat IV Zainul Arifin Bengkulu diketahui bahwa pasien
BPJS yang tidak membawa surat rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat
pertama akan dilayani lewat pada pukul 14.00 WIB melaui IGD dan dianggap
sebagai pasien IGD meskipun kondisi pasien tidak darurat. Peserta BPJS yang
bekerja sebagai seorang TNI dan tanggungan TNI tersebut diperbolehkan
berobat melalui poliklinik tanpa surat rujukan dari pelayanan tingkat pertama.

Berdasarkan daftar kunjungan pasien poliklinik diketahui bahwa
sebagian besar peserta BPJS kesehatan berobat ke poliklinik Rumah Sakit
Tingkat IV Zainul Arifin tanpa menggunakan surat rujukan dari pelayanan
kesehatan tingkat pertama. Rekapitulasi kunjungan pasien di poliklinik pada
tahun 2016 untuk pelayanan rawat inap sebanyak 169 pasien yang berobat
menggunakan surat rujukan, dan pasien tanpa surat rujukan sebanyak 240
pasien. Sedangkan untuk pelayanan rawat jalan sebanyak 1.577 pasien yang
berobat menggunakan surat rujukan, dan pasien tanpa surat rujukan sebanyak
1.920 pasien. Angka ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem rujukan
berjenjang di rumah sakit ini belum berjalan dengan baik. Rekapitulasi
kunjungan pasien IGD pada tahun 2016 untuk pelayanan rawat jalan sebanyak
10.800 pasien , dan pelayanan rawat inap sebanyak 2.160 pasien (Rekam
Medik, 2016).
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Tabel 1.1
Jumlah Pasien BPJS di Rumah Sakit Tingkat IV Zainul Arifin Bengkulu
Bulan Poliklinik IGD
Rawat Jalan Rawat Inap Rawat Rawat
Pasien Pasien Pasien Pasien Jalan Inap
Rujukan Tanpa Rujukan Tanpa
Rujukan Rujukan
Januari 126 160 15 20 892 176
Februari 132 145 15 17 905 180
Maret 109 163 19 24 900 173
April 122 171 12 18 924 186
Mei 154 148 13 15 883 189
Juni 133 162 10 25 852 175
Juli 125 165 14 20 868 177
Agustus 127 165 18 23 922 176
September 130 155 14 18 954 182
Oktober 144 169 14 19 903 188
November 137 160 13 20 897 178
Desember 139 157 12 21 900 180
Jumlah 1.577 1.920 169 240 10.800 2.160

Sumber: Rekam Medis Rumah Sakit Tingkat IV Zainul Arifin Bengkulu Tahun 2016

Berdasarkan tabel 1.1 diatas diketahui bahwa sebagaian besar jumlah
pasien BPJS yang berobat ke poliklinik Rumah Sakit Tingkat 1V Zainul Arifin
Bengkulu tercatat sebagai pasien BPJS tanpa surat rujukan dari pelayanan
kesehatan tingkat pertama. Sedangkan pasien BPJS yang berobat ke pelayanan
rawat jalan IGD lebih banyak dikarenakan adanya kebijakan rumah sakit bagi
pasien BPJS yang berobat lewat pada pukul 14.00 WIB dianggap sebagai
pasien IGD meskipun kondisi pasien tidak darurat.

Peraturan sistem rujukan pada era JKN ini diketahui bahwa setiap
pasien BPJS yang akan berobat di rumah sakit hanya akan dilayani apabila
pasien membawa surat rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat pertama dan
diperbolehkan berobat ke rumah sakit tanpa surat rujukan jika kondisi pasien
tersebut gawat darurat, bencana, kekhususan kasus pasien dan pertimbangan
geografis.

Berdasarkan hasil data awal, maka fokus penelitian ini adalah
implementasi kebijakan terkait sistem rujukan di Rumah Sakit Tingkat IV
Zainul Arifin Bengkulu. Hal ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap
kebijakan sistem rujukan yang ada di Rumah Sakit Tingkat IV Zainul Arifin
Bengkulu.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (PMK
RI) No 28 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan program jaminan
kesehatan nasional dijelaskan bahwa pelayanan kesehatan dilaksanakan secara
berjenjang dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama. Pelayanan
kesehatan tingkat kedua hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan
kesehatan tingkat pertama. Pelayanan kesehatan selanjutnya hanya dapat
dilaksanakan atas rujukan dari fasilitas kesehatan sebelumnya kecuali jika
pasien dalam kondisi gawat darurat, pertimbangan wilayah, adanya masalah
kesehatan yang khusus serta pertimbangan kelengkapan fasilitas pelayanan
kesehatan.

Berdasarkan data awal berupa observasi yang peneliti lakukan di
Rumah Sakit Tingkat IV Zainul Arifin Bengkulu diketahui pasien BPJS yang
tidak membawa surat rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat pertama akan
dilayani lewat pada pukul 14.00 WIB melaui IGD dan dianggap sebagai
pasien IGD meskipun kondisi pasien tidak darurat. Sedangkan peserta BPJS
yang bekerja sebagai seorang TNI dan tanggungan TNI tersebut
diperbolehkan berobat melalui poliklinik tanpa surat rujukan dari pelayanan
tingkat pertama. Implementasi kebijakan sistem rujukan di Rumah Sakit
Tingkat 1V Zainul Arifin Bengkulu tidak sesuai dengan peraturan yang
tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (PMK RI)
No 1 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (PMK
RI) Nomor 28 tahun 2014 yang menyatakan bahwa pelayanan kesehatan di
rumah sakit hanya akan diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan
tingkat pertama. Sehingga implementasi kebijakan tersebut perlu dianalisis
lebih lanjut. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengeksporasi
implementasi kebijakan sistem rujukan pada era jaminan kesehatan nasional di
Rumah Sakit Tingkat 1V Zainul Arifin Bengkulu.
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1.3 Tujuan Penelitian
1.3.1 Tujuan Umum
Mengkaji implementasi kebijakan sistem rujukan pada pasien
peserta jaminan kesehatan nasional di Rumah Sakit Tingkat 1V Zainul

Arifin Bengkulu

1.3.2 Tujuan Khusus

a. Mengkaji actor (pelaku) kebijakan sistem rujukan pada pasien peserta
jaminan kesehatan nasional di Rumah Sakit Tingkat IV Zainul Arifin
Bengkulu

b. Mengkaji konteks yang meliputi faktor situasional dan faktor struktural
kebijakan sistem rujukan pada pasien peserta jaminan kesehatan
nasional di Rumah Sakit Tingkat IV Zainul Arifin Bengkulu

c. Mengkaji proses yang meliputi pelaksanaan kebijakan rujukan
(penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan) kebijakan sistem
rujukan pada pasien peserta jaminan kesehatan nasional di Rumah
Sakit Tingkat 1V Zainul Arifin Bengkulu

d. Mengkaji isi (content) kebijakan sistem rujukan pada pasien peserta
jaminan kesehatan nasional di Rumah Sakit Tingkat IV Zainul Arifin

Bengkulu

1.4 Manfaat Penelitian
1.4.1 Manfaat bagi peneliti
Penelitian ini diharapkan menjadi sarana belajar dan peningkatan
pengetahuan, pengalaman serta wawasan bagi peneliti khususnya dalam
melakukan penelitian tentang implementasi kebijakan sistem rujukan

pelayanan kesehatan.

1.4.2 Manfaat bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat
Hasil penelitian diharapkan menjadi suatu referensi mengenai
sistem rujukan dan menjadi kerangka berfikir pada penelitian selanjutnya
dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan implementasi

kebijakan sistem rujukan pelayanan kesehatan.
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1.4.3 Manfaat bagi Rumah Sakit
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan
bahan evaluasi dalam penerapan kebijakan di rumah sakit khususnya
tentang kebijakan sistem rujukan.
1.5 Ruang Lingkup Penelitian
1.5.1 Lingkup Tempat
Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Tingkat 1V Zainul Arifin
Bengkulu.
1.5.2 Lingkup Waktu
Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Agustus 2017.
1.5.3 Lingkup Keilmuan
Ruang lingkup penelitian ini mencakup ilmu di bidang

Administrasi Kebijakan Kesehatan yakni analisis kebijakan kesehatan.
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